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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan
melalui optimalisasi fungsi pengawasan oleh Dewan
Pengawas perlu dibentuk komite audit dan komite lainnya;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Komite Audit, Komite Kebijakan dan Tata
Kelola Perusahaan serta Komite Pemantauan Risiko
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi
saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Audit,
Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan serta Komite
Pemantauan Resiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Sewakadarma,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembar Negara  Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);



9. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2019 Nomor 59);

10.Peraturan Walikota 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan

MENETAPKAN :

Komite Audit, Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan
Serta Komite Pemantauan Resiko Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA 78 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT, KOMITE KEBIJAKAN DAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN SERTA KOMITE PEMANTAUAN
RISIKO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
SEWAKADARMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 78
Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Audit, Komite
Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan Serta Komite
Pemantauan Risiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Sewakadarma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun
2019 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan 1 (satu) angka
yakni angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Pemerintah  Kota
Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Sewakadarma yang selanjutnya disebut Perumda
adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki
Daerah.



10.

11.

12.

13.

Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM
adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah
yang dipisahkan pada Perumda merupakan Organ
Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Perumda dan memegang segala kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Pengawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dewan Pengawas Perumda yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan Perumda.

Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Direksi
adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas
pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan
Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Komite Audit Perumda yang selanjutnya disebut
Komite Audit adalah Komite yang bertugas membantu
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas
pengawasan.

Komite Pemantauan Risiko Perumda yang selanjutnya
disebut Komite Pemantauan Risiko adalah Komite
yang berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan
atas risiko yang akan dihadapi Perumda.

Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perumda yang
selanjutnya disebut Komite Kebijakan dan Tata Kelola
Perusahaan adalah Komite yang berfungsi membantu
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas
pengawasan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola
Perumda.

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang
berfungsi membantu dewan pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasan dan pemantauan
mengenai  struktur, kebijakan, dan besaran
kompensasi yang diterima direksi, dewan pengawas
maupun pegawai serta memberikan usulan terkait
visi dan misi perusahaan.



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan
Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan
berfungsi membantu Dewan Pengawas.

(2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan;
b. Komite Pemantauan Risiko; dan
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

(3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wunsur
Independen dipimpin oleh seorang Anggota Dewan
Pengawas.

(4) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya
dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

3. Setelah Paragraf 3 Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu)
Paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 4
Komite Remunerasi dan Nominasi

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas :

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan bahwa
sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi telah
disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan
serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

b. memberikan usulan terkait visi dan misi perusahaan;

c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas
mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi
anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan
remunerasi dan nominasi yang diberikan oleh Dewan
Pengawas.



Pasal II

1. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap kebijakan
remunerasi dan nominasi Perumda yang telah
dilaksanakan sejak tanggal 1 Pebruari 2023 diakui
sebagai pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan
Nominasi berdasarkan Peraturan Walikota ini.

2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA DENPASAR,
ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,

Ga
\i\‘s

Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008
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